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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu memberikan pencerahan dan pandangan kepada peneliti 

tentang arah penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengulas penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian Program Inovatif Pelaksanaan Fasilitas 

Pembuatan Akta Kelahiran Kerumah Warga (Fastaraga) Pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat. Ada beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan karena memiliki inti yang serupa 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagaimana pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu  

 

No. Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Jurnal dengan 

Penelitian 

Peneliti 

     1. Listina Tri 

Dharmayanti, 

Bambang 

Suprihatin, dan 

Yusuf Hartono 

(Jurnal, 2020) 

 

Inovasi 

“Jebol” Akta 

Kelahiran 

Pada Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Musi 

Banyuasin. 

Inovasi Jebol (Jemput 

Bola) penerbitan Akta 

Kelahiran merupakan 

pengembangan 

pelayanan dinamis dan 

door-to-door yang 

bekerjasama dengan 

pelayanan lain dan 

komunitas masyarkat 

yaitu rumah sakit 

bersalin, klinik, dan 

forum kerjasama antar 

gereja. Program 

inovasi telah 

berkontribusi 

Persamaan yang 

terdapat adalah 

sama-sama 

melakukan 

penelitian 

tentang Inovasi 

Akta kelahiran 

yang di lakukan 

di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. Adapun 

perbedaannya 

terletak pada 

lokasi penelitian 
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sebanyak 12,3% pada 

jumlah pencetakan 

akta kelahiran di 

Kabupaten Musi 

Banyuasin pada Tahun 

2019, sehingga 

signifikan 

memberikan dampak 

peningkatan jumlah 

pelayanan akta 

kelahiran 

      2. Cut Zamharira 

dan Indah Rita 

Cahyani (Jurnal, 

2019) 

Pelangi: 

Inovasi 

Pelayanan 

Akta 

Kelahiran Di 

Kota Banda 

Aceh. 

Inovasi pembuatan 

akta kelahiran 

“pelangi” berbasis 

mobil keliling yang 

dilayani langsung oleh 

petugas di tempat 

dengan beroperasi 

setiap seminggu 

sekali. Disdukcapil 

Kota Banda Aceh 

bekerja sama dengan 

perangkat desa dengan 

mengunjungi tiap-tiap 

desa di Kota Banda 

Aceh secara 

bergiliran. Salah satu 

faktor meningkatnya 

kepemilikan akta 

kelahiran di Kota 

Banda Aceh adalah 

sejak dijalankan 

program pelangi ini 

(mulai tahun 2015). 

Persamaan yang 

terdapat adalah 

sama-sama 

melakukan 

penelitian 

tentang Inovasi 

Akta kelahiran. 

Adapun 

perbedaannya 

terletak pada 

lokasi penelitian 

dan jenis inovasi 

yang dilakukan. 

      3. Puji Astuti, Budi 

Setiawati, dan 

Ihyani Malik 

(Jurnal, 2021) 

Inovasi 

Pelayanan 

Administrasi 

Di Dinas 

Kependudukan 

Dan 

Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Luwu Timur. 

Inovasi yang 

dilakukan Disdukcapil 

terbagi menjadi dua 

yaitu inovasi yang 

diterapkan di Kantor 

dan inovasi yang 

diterapkan di lapangan 

atau seluruh 

Kecamatan yang ada 

di Kabupaten Luwu 

Timur. Inovasi-inovasi 

yang di berlakukan 

Persamaan yang 

terdapat adalah 

sama-sama 

melakukan 

penelitian di 

lingkup Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. Adapun 

perbedaannya 

terletak pada 

lokasi penelitian 
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tersebut cukup 

banyak, diantaranya 

yaitu, aplikasi e-

report, face to face, 

reli KTP-el, 

pembuatan akta nikah 

on the spot, dukcapil 

masuk desa, kerjasama 

pelayanan 4 in1, 

pembuatan dokumen 

kependudukan secara 

daring, pelayanan 

keliling, pelayanan 

stelsel aktif dan 

pelayanan on the 

street. 

dan fokusnya. 

     4. Defita Rosa 

Yaniar (Skripsi, 

2018) 

Proses Inovasi 

Pelayanan 

Publik Melalui 

Program Door 

To Door 

System (DDS) 

Dalam 

Meningkatkan 

Keamanan 

Masyarakat 

Kota Batu. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

proses inovasi 

program Door to Door 

System telah 

menjalankan fase 

identifikasi masalah, 

pengembangan ide, 

pembuatan proposal, 

pelaksanaan, evaluasi, 

dan penyebarluasan. 

Faktor pendukung 

proses inovasi ini 

adalah adanya 

kesadaran anggota, 

dukungan sumber 

daya manusia, 

kemudahan teknologi, 

dan julukan kota 

wisata. Sedangkan 

faktor penghambatnya 

adalah kurang ahli 

teknologi, 

keterbatasan anggota, 

tidak sosialisasi 

menyeluruh, 

kurangnya keaktifan 

anggota, dan pengaruh 

kondisi geografis. 

Persamaan yang 

terdapat adalah 

sama-sama 

melakukan 

penelitian 

tentang Inovasi 

Program Door 

To Door System 

(DDS). Adapun 

perbedaannya 

terletak pada 

lokasi penelitian 

dan fokusnya. 
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     5. Musabry 

(Skripsi, 2020) 

Inovasi 

Pelayanan 

Pembuatan 

Akta 

Kelahiran Dan 

Akta 

Kematian Di 

Dinas 

Kependudukan 

Dan Catatan 

Sipil Kota 

Makassar 

Inovasi KUCATAKI 

pelayanan akta 

kelahiran dan akta 

kematian di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Makassar sudah cukup 

baik dan sejalan serta 

sesuai dengan 

operasional teori yang 

peneliti pakai di 

kerangka pikir yaitu 

adanya keuntungan 

relative, Kesesuaian, 

Kerumitan atau 

kemudahan dalam 

pengoperasiannya, 

Kemungkinan Dicoba, 

dan Kemudahan 

Diamati. 

Persamaan yang 

terdapat adalah 

sama-sama 

melakukan 

penelitian 

tentang Inovasi 

Pelayanan 

pembuatan akta 

kelahiran di 

Disdukcapil. 

Adapun 

perbedaannya 

terletak pada 

lokasi penelitian. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2022 

Pertama, penelitian Inovasi “Jebol” Akta Kelahiran Pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. 

Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif . Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Inovasi Jebol (Jemput Bola) penerbitan Akta Kelahiran 

merupakan pengembangan pelayanan dinamis dan door-to-door yang bekerjasama 

dengan pelayanan lain dan komunitas masyarakat yaitu rumah sakit bersalin, 

klinik, dan forum kerjasama antar gereja. Program inovasi telah berkontribusi 

sebanyak 12,3% pada jumlah pencetakan akta kelahiran di Kabupaten Musi 

Banyuasin pada Tahun 2019, sehingga signifikan memberikan dampak 

peningkatan jumlah pelayanan akta kelahiran. Persamaan yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Inovasi Akta 

kelahiran yang di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun 
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perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. 

Kedua, penelitian dengan judul “Pelangi: Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran 

Di Kota Banda Aceh” pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Inovasi 

pembuatan akta kelahiran “pelangi” berbasis mobil keliling yang dilayani 

langsung oleh petugas di tempat dengan beroperasi setiap seminggu sekali. 

Disdukcapil Kota Banda Aceh bekerja sama dengan perangkat desa dengan 

mengunjungi tiap-tiap desa di Kota Banda Aceh secara bergiliran. Salah satu 

faktor meningkatnya kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh adalah sejak 

dijalankan program pelangi ini (mulai tahun 2015). Persamaan yang terdapat 

adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Inovasi Akta kelahiran. Adapun 

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis inovasi yang dilakukan. 

Ketiga, penelitian dengan judul “Inovasi Pelayanan Administrasi Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur” pada tahun 2021. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Inovasi yang dilakukan Disdukcapil terbagi menjadi dua yaitu 

inovasi yang diterapkan di Kantor dan inovasi yang diterapkan di lapangan atau 

seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Inovasi-inovasi yang di 

berlakukan tersebut cukup banyak, diantaranya yaitu, aplikasi e-report, face to 

face, reli KTP-el, pembuatan akta nikah on the spot, dukcapil masuk desa, 

kerjasama pelayanan 4 in1, pembuatan dokumen kependudukan secara daring, 

pelayanan keliling, pelayanan stelsel aktif dan pelayanan on the street. Persamaan 

yang terdapat adalah sama-sama melakukan penelitian di lingkup Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian dan fokusnya. 

Keempat, penelitian dengan judul “Proses Inovasi Pelayanan Publik Melalui 

Program Door To Door System (DDS) Dalam Meningkatkan Keamanan 

Masyarakat Kota Batu” pada tahun 2018. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses inovasi 

program Door to Door System telah menjalankan fase identifikasi masalah, 

pengembangan ide, pembuatan proposal, pelaksanaan, evaluasi, dan 

penyebarluasan. Faktor pendukung proses inovasi ini adalah adanya kesadaran 

anggota, dukungan sumber daya manusia, kemudahan teknologi, dan julukan kota 

wisata. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurang ahli teknologi, 

keterbatasan anggota, tidak sosialisasi menyeluruh, kurangnya keaktifan anggota, 

dan pengaruh kondisi geografis. Proses Inovasi Program Door to Door System 

(DDS) dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat Kota Batu telah berjalan 

sesuai dari segi empiris dengan meningkatnya angka tindak kejahatan atau 

kriminalitas dan ketakutan masyarakat untuk melapor gangguan keamanan dan 

ketertiban yang ada di sekitarnya, Persamaan yang terdapat adalah sama-sama 

melakukan penelitian tentang Inovasi Program Door To Door System (DDS). 

Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokusnya. 

Kelima, penelitian dengan judul “Inovasi Pelayanan Pembuatan Akta 

Kelahiran Dan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota 

Makassar” pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Inovasi KUCATAKI 
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pelayanan akta kelahiran dan akta kematian di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah cukup baik dan sejalan serta sesuai dengan 

operasional teori yang peneliti pakai di kerangka pikir yaitu adanya keuntungan 

relative, Kesesuaian, Kerumitan atau kemudahan dalam pengoperasiannya, 

Kemungkinan Dicoba, dan Kemudahan Diamati. Persamaan yang terdapat adalah 

sama-sama melakukan penelitian tentang Inovasi Pelayanan pembuatan akta 

kelahiran di Disdukcapil. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan situs 

penelitian. 

 

2.2 Pelayanan Publik 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia.5  

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi 

Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. 

Pelayanan publik dapat disebut sebagai inti dari penyeleggaraan pemerintahan. 

Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai penyedia 

pelayanan publik bagi warga atau masyarakatnya. Bahkan Dwiyanto 

 
5 Sinambela, 2010:3. 
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menyebutkan bahwa literatur terdahulu menyebutkan “what government does is 

public service”. Dengan kata lain, tugas dari pemerintah selayaknya merupakan 

upaya dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. Para ahli memiliki 

ragampemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. 

Pelayanan publik memiliki beragam define atau makna. Pelayanan publik 

secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu layanan yang disediakan oleh 

pemerintah kepada warga negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Penyediaan layanan yang dilakukan oleh pemerintah secara 

langsung dilaksanakan melalui istilah yang disebut public sector atau sektor 

publik, yakni badan-badan pemerintah, kantor pos, sekolah milik pemerintah, 

perusahaan listrik milik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan 

seterusnya. 

Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik 

diantaranya adalah Agung kurniawan (2005:6), mengatakan bahwa pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.6 Pelayanan publik 

didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik 

 
6 Mahmudi (2007: 128) 
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untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.7 Pengguna yang dimaksud disini 

adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan 

KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dan sertifikat. 

Menurut Robert, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala 

bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, didaerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam 

barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan.8 

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

kebutuhan peraturan perundang-undangan.9 Sedangkan penyelenggara pelayanan 

publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 

2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi 

Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah 

Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan 

Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara palayanan 

publik 

Secara regulasi, penyelenggaraan pelayanan publik telah didukung dengan 

adanya Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan 

ini mengharuskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau serangkaian 

 
7 AG. Subarsono yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) 
8 Robert dalam (Maryam,2016) 
9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
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kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa 

serta pelayanan administratif. 

2.2.2 Jenis-jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah diklasifikasikan 

dalam dua kategori, pemerintah sebagai penyelenggara layanan juga harus 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Mengingat kebutuhan dan 

masalah masyarakat yang berbeda-beda, maka jenis-jenis pelayanan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat pun berbeda. Organisasi publik hendaknya 

memperhatikan kriteria-kriteria pelayanan publik yang mengacu pada Kepuasan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 yang telah 

diubah dengan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 yang terdapat 

pengelompokan pelayanan umum ke dalam tiga bagian yaitu: (1) Kelompok 

Pelayanan Administrasi, (2) Kelompok Pelayanan Barang, dan (3) Kelompok 

Pelayanan Jasa.10 Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:11 

a. Pelayanan Barang, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam 

bentuk atau produk barang yang dapat digunakan oleh publik, seperti tenaga 

listrik, air bersih, e-KTP, dan lain-lain.  

b. Pelayanan Jasa, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh public, seperti pemeliharaan kesehatan, 

pendidikan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain-lain.  

 
10 Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 89. 
11 Ayu Tri Wardhani, Kualitas Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa, 2015. 
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c. Pelayanan Administratif, merupakan jenis pelayanan yang menghasilkan 

bermacam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akta 

kelahiran, identitas kewarganegaraan, dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

dibutuhkan oleh setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Sebagai pelayan publik, pemerintah 

harus mampu memberikan pelayanan yang prima kepada setiap masyarakat tanpa 

perbedaan. Jenis pelayanan yang ditawarkan kepada warga dapat berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan warga, namun manajemen penyelenggaraan layanan 

tersebut harus didasarkan pada  prinsip dan nilai yang sama.12 

2.2.3 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Adapun unsur-unsur pelayanan Publik yaitu sebagai berikut:13 

a. Penyedia layanan, ialah pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu pada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

penyerahan barang atau jasa.  

b. Penerima layanan, ialah konsumen atau customer yang menerima berbagai 

layanan dari penyedia layanan.  

c. Jenis layanan, ialah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada 

pihak yang membutuhkan layanan.  

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan.   

 
12 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi, (Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, 2017, hlm. 166. 
13 Digilib.unila.ac.id.pdf. Tinjauan Pustaka. Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam 
Memperpanjang Surat Izin Trayek Angkatan Umum 
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2.2.4 Prinsip Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang dalam pelaksanaannya 

mengandung prinsip umum,  pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi 

beberapa prinsip sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan Pelayanan  

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara 

pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 

meminta pelayanan. 

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:  

a. Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif; 

b. Unit kerja dan atau penjabatan yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan; 

c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; 

d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

3. Keamanan Dalam Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan 



 

26 
 

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, 

rincian biaya/ tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses 

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 

5. Efesien Dalam Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti: Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-

hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan yang diberikan serta mencegah adanya pengulangan pemenuhan 

persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan 

persyaratan dari satuan kerja/ instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis Dalam Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan 

pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: (a) Nilai 

barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang 

terlalu tinggi di luar kewajaran; (b) Kondisi dan kemampuan masyarakat 

untuk membayar  dan kententuan peraturan perundangundangan yang 

berlaku. 

7. Keadilan yang Merata Dalam Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti cakap/ jangkauan pelayanan harus diusahakan 

seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan  

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat 

disesuaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. 

2.2.5 Indikator Inovasi Pelayanan Publik 

Dalam melakukan pelayanan publik, tentunya sebuah instansi pemerintah 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi 

daerah, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk 

lebih optimal, kompeten dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari 

masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Pelayanan publik 

yang berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus terus melakukan 

inovasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks 

pelayanan publik, Rogers berpendapat bahwa inovasi dapat diterapkan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Hal tersebut dapat 

diketahui dari lima indikator inovasi pelayanan publik yang menjadi tolak ukur 

dalam memberikan kepuasan pada masyarakat, Inovasi pelayanan publik memiliki 

indikator untuk mengetahui keoptimalan sebuah inovasi. Berikut ini indikator 

inovasi pelayanan publik menurut Rogers:14  

1. Keuntungan Relatif (Relative Advantage) 

Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat 

dalam inovasi dan menjadi ciri yang membedakan dengan inovasi lainnya. 

 
14 Musabry, 2020:16 
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Inovasi pelayanan publik harus memberikan keuntungan yang signifikan 

bagi pengguna sehingga mereka tertarik untuk menggunakan inovasi 

tersebut. 

2. Kesesuaian (Compability) 

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan 

inovasi yang diganti. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak 

serta merta dibuang begitu saja selain karena alasan faktor biaya yang 

sedikit namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke 

inovasi baru. Selain itu dapat memudahkan proses adaptasi dan proses 

pembelajaran terhadap inovasi secara lebih cepat. Inovasi pelayanan publik 

harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditujukan dan 

juga mempertimbangkan faktor budaya dan sosial. 

3. Kerumitan (Complexity) 

Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun 

demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih 

baik maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah yang 

penting. Inovasi pelayanan publik harus dirancang dengan cara yang mudah 

dimengerti dan digunakan oleh masyarakat sasaran. 

4. Kemungkinan Dicoba (Triability) 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. 

Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji publik dimana 
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setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari 

sebuah inovasi.  

5. Kemudahan Diamati (Observability) 

Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

 

2.3 Akta Kelahiran  

2.3.1 Pengertian Akta Kelahiran 

Alktal aldallalh suralt talndal bukti berisi pernyaltalaln keteralngaln, pengalkualn, 

keputusaln, tentalng peristiwal hukum yalng dibualt menurut peralturaln yalng berlalku, 

disalksikaln daln disalhkaln oleh pejalbalt resmi (nominal).15 Pengertialn tersebut 

mengalndung malknal pengalkualn yalng alrtinyal aldal ikaltaln halk daln kewaljibaln. Jaldi 

seseoralng yalng memiliki alktal kelalhiraln beralrti aldal pengalkualn negalral balhwal 

secalral salh menjaldi walrgal negalral tertentu sehinggal alpal yalng menjaldi halknyal 

negalral mempunyali kewaljibaln untuk memenuhinyal. 

Alrti kelalhiraln aldallalh ekspulsi lengkalp altalu ekstralksi sualtu halsil fertilisalsi 

dalri ibunyal, terlepals dalri duralsi kehalmilaln, di malnal setelalh pemisalhaln tersebut, 

bernalfals altalu menunjukkaln bukti kehidupaln lalinnyal seperti detalk jalntung, denyut, 

talli pusalt, altalu geralkaln otot sukalrelal, terlepals dalri alpalkalh talli pusalt telalh dipotong 

altalu malsih melekalt paldal plalsental.16  

 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
16 Kamus Kesehatan, 2016. 
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Alktal Kelalhiraln aldallalh dokumen pengalkualn resmi oralng tual kepaldal alnalknyal 

daln negalral.17 Alktal kelalhiraln caltaltaln alutentik yalng dibualt oleh pegalwali pencaltaltaln 

sipil berupal caltaltaln resmi tentalng tempalt daln walktu kelalhiraln alnalk, nalmal alnalk 

daln nalmal oralng tual alnalk secalral lengkalp daln jelals, sertal staltus kewalrgalnegalralaln 

alnalk. 

Sedangkan, secara definisi, akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas 

autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai 

bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap 

anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Alktal kelalhiraln menurut Komisi Perlindungaln 

Alnalk Indonesial (KPAlI) aldallalh bentuk identitals setialp alnalk yalng menjaldi balgialn 

yalng tidalk terpisalhkaln dalri halk sipil daln politik walrgal negalral (www.kpali.go.id). 

Pengertialn tersebut menunjukkaln balhwal alktal kelalhiraln aldallalh penting 

kedudukalnnyal didepaln hukum untuk membuktikaln identitals diri 

kewalrgalnegalralaln seoralng alnalk yalng merupalkaln halk balgi setialp alnalk yalng balru di 

lalhirkaln. 

Setialp kelalhiraln waljib dilalporkaln oleh penduduk kepaldal instalnsi pelalksalnal 

di tempalt terjaldinyal peristiwal kelalhiraln palling lalmbalt 60 halri sejalk kelalhiraln.18 

Halk altals alktal kelalhiraln dijalmin dallalm UU 39 Talhun 1999 tentalng HAlM, UU 

No.23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk, UU No. 12 Talhun 2006 tentalng 

Kewalrgalnegalralaln daln UU No. 23 Talhun 2006 tentalng Aldministralsi 

Kependudukaln. 

 
17 Menurut Widhi Yuliawan 
18 UU RI tentang administrasi kependudukan No. 23 tahun 2006 pasal 27 ayat 1 

http://www.kpai.go.id/
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Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2006 tentalng Aldministralsi 

Kependudukaln telalh perbalhalrui ke dallalm UU No. 24 Talhun 2013 tentalng 

Aldministalralsi Kependudukaln. Perubalhaln peralturaln alktal kelalhiraln dallalm UU ini 

aldallalh penerbitaln alktal kelalhiraln memerlukaln penetalpaln Pengaldilaln Negeri daln 

telalh diubalh cukup dengaln Keputusaln Kepallal Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kalbupalten/Kotal. Hall ini sesuali dengaln Putusaln Malhkalmalh 

Konstitusi talnggall 30 Alpril 2013. 

Alktal kelalhiraln bertujualn untuk mengetalhui altalu mencaltalt jumlalh dalri 

kelalhiraln seoralng alnalk disualtu daleralh kemudialn jugal bertujualn untuk mengetalhui 

balhwal telalh lalhirnyal seoralng walrgal disualtu tempalt tersebut kemudialn algalr 

memudalhkaln oralng tersebut dallalm segallal urusaln. Setialp walrgal negalral Indonesial 

waljib mempunyali alktal kelalhiraln. 

2.3.2 Jenis dan Manfaat Akta Kelahiran  

Jenis-jenis Alktal Kelalhiraln : 

1. Alktal kelalhiraln umum, yalitu alktal kelalhiraln yalng dibualt berdalsalrkaln 

lalporaln kelalhiraln yalng disalmpalikaln dallalm baltals walktu selalmbalt-

lalmbaltnyal 60 halri balgi walrgal negalral Indonesial(WNI) daln 10 halri 

kerjal balgi walrgal negalral alsing (WNAl) sejalk talnggall kelalhiraln; 

2. Alktal kelalhiraln dispensalsi, yalitu alktal kelalhiraln yalng dibualt 

berdalsalrkaln progralm pemerintalh untuk memberikaln kemudalhaln balgi 

merekal yalng walktu pelalporalnnyal sudalh melalmpalui baltals altalu lewalt 

dalri 60 halri sejalk balyi lalhir; 
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3. Alktal Kelalhiraln Pengaldilaln, yalitu jenis alktal kelalhiraln yalng dibualt 

berdalsalrkaln lalporaln kelalhiraln, di malnal pelalporalnnyal lewalt dalri 1 

talhun sejalk talnggall kelalhiraln. Pengurusaln alktal ini lebih rumit daln 

memalkaln walktu lebih lalmal dibalnding alktal kelalhiraln lalin. 

Terdalpalt sejumlalh malnfalalt dalri kepemilikaln Alktal Kelalhiraln, yalitu: 

Pertalmal, menjaldi bukti balhwal negalral mengalkui altals identitals seseoralng yalng 

menjaldi walrgalnyal; Kedual, sebalgali allalt daln daltal dalsalr balgi pemerintalh untuk 

menyusun alnggalraln nalsionall dallalm bidalng pendidikaln, kesehaltaln, sosiall daln 

perlindungaln alnalk; Ketigal, merupalkaln bukti alwall kewalrgalnegalralaln daln identitals 

diri pertalmal yalng dimiliki alnalk; Keempalt, menjaldi bukti salngalt kualt balgi alnalk 

untuk mendalpaltkaln halk walris dalri oralngtualnyal; Kelimal, mencegalh pemallsualn 

umur, perkalwinaln di balwalh umur, tindalk kekeralsaln terhaldalp alnalk, perdalgalngaln 

alnalk, aldopsi ilegall daln eksploitalsi seksuall; Keenalm, sebalgali sallalh saltu instrumen 

halk alnalk, kalrenal alnalk secalral yuridis berhalk untuk mendalpaltkaln perlindungaln, 

kesehaltaln, pendidikaln, pemukimaln, daln halk-halk lalinnyal sebalgali walrgal negalral; 

Ketujuh, sebalgali syalralt untuk pendalftalraln sekolalh, pernikalhaln, pekerjalaln, daln 

jugal pembualtaln palspor. 

 

2.4 Program Door to Door System (Jemput Bola) 

Inovalsi progralm Door to Door System dalri Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kotal Depok jugal perlu ditinjalu kalrenal digunalkaln sebalgali fokus 

utalmal dallalm penelitialn penelitialn ini. Penjelalsaln terkalit inovalsi progralm Door to 
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Door System ditinjalu mulali dalri galmbalraln, laltalr belalkalng, sertal malksud daln 

tujualn. 

1. Galmbalraln Progralm Door to Door System 

Door To Door System merupakan kegiatan sambang/ kunjungan dari satu 

rumah ke rumah lainnya yang secara rutin dilakukan oleh Disdukcapil untuk 

menjalin kemitraan dengan warganya guna memberikan pelayanan 

administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Depok.19 Dallalm 

pelalksalnalalnnyal operaltor Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kotal 

Depok mendaltalngi rumalh walrgal sesuali dengaln by nalme by alddress dalri 

SIAlK. Daltal balse tersebut berisikaln nalmal daln allalmalt dalri walrgal yalng tidalk 

memiliki alktal kelalhiraln/KIAl. Hall ini dilalkukaln untuk memberikaln 

kemudalhaln kepaldaln walrgal algalr dalpalt memiliki alktal kelalhiraln daln KIAl 

talnpal halrus daltalng ke tempalt lalyalnaln Disdukcalpil.20 

2. Laltalr Belalkalng Progralm Door to Door System 

 Laltalr belalkalng diselenggalralkalnnyal Progralm Door to Door System yalitu 

untuk memudalhkaln malsyalralkalt dallalm mengurus pelalyalnaln aldministralsi 

kependudukaln, algalr tidalk mendaltalngi kalntor disdukcalpil daln menunggu 

lalmal. Selalin itu, progralm ini diselenggalralkaln untuk menghalsilkaln outcome 

yalng efektif daln efisien. Dengaln mendaltalngi malsyalralkalt untuk memberikaln 

pelalyalnaln, otomaltis menguralngi alntrialn yalng terjaldi di kalntor disdukcalpil. 

Ditengalh erals digitall sekalralng ini, mengalpal memilih membualt progralm 

door to door, kalrenal malsih aldal beberalpal oralng yalng tidalk mengerti 

 
19 Website Resmi Disdukcapil Kota Depok, Jawa Barat. (https://disdukcapil.depok.go.id/) 
20 LAKIP Kota Depok, Jawa Barat Tahun 2021, hal.26. 
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teknologi altalu bisal dibilalng dengaln galgall teknologi/galptek. Oralng yalng 

mungkin tidalk memiliki alkses untuk menikmalti teknologi, bisal dikalrenalkaln 

tidalk memiliki bialyal altalupun tidalk malu menerimal perubalhaln.   

Diluncurkalnnyal pelalyalnaln melallui Door to Door System, dengaln nalmal 

FAlSTAlRAlGAl (Falsilitals Alktal Kelalhiraln Ke Rumalh Walrgal) ini, merupalkaln 

respons yalng ditalnggalpi oleh Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil 

Kotal Depok altals terbitnyal Peralturaln Presiden Republik Indonesial Nomor 62 

Talhun 2019 Tentalng Straltegi Nalsionall Percepaltaln Aldministralsi 

Kependudukaln Untuk Pengembalngaln Staltistik Halyalti. Daln Peralturaln 

Menteri Dallalm Negeri Nomor 9 Talhun 2016 tentalng Percepaltaln 

Peningkaltaln Calkupaln Kepemilikaln Alktal Kelalhiraln. Inovalsi dengaln metode 

door to door ini tidalk secalral spesifik dialtur dallalm peralturaln perundalng-

undalngaln, melalinkaln terdalpalt dallalm Peralturaln Walli Kotal Depok Nomor 51 

Talhun 2020 Tentalng Perubalhaln Altals Peralturaln Walli Kotal Depok Nomor 12 

Talhun 2017 Tentalng Kalrtu Identitals Alnalk, tepaltnyal paldal palsall 5 alyalt 2(al). 

3. Malksud daln Tujualn Progralm Door to Door System 

 Pelalyalnaln dengaln sistem door to door dibentuk dengaln tujualn untuk 

mendekaltkaln sertal mempercepalt pelalyalnaln aldministralsi kependudukaln daln 

pencaltaltaln sipil dengaln calral mendaltalngi malsyalralkalt, daln melalksalnalkaln 

pelalyalnaln di tempalt. Dengaln aldalnyal pelalyalnaln ini dihalralpkaln dalpalt 

membalntu malsyalralkalt yalng berdomisili jaluh, altalu tidalk memiliki 

kemalmpualn untuk mendaltalngi Disdukcalpil.21 

 
21 Farida Rachmayanti dalam RadarDepok.Com 
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2.5 Kerangka Pemikiran  

Penelitialn ini berjudul “Inovalsi Progralm Falstalralgal Dengaln Metode Door To 

Door System Dallalm Pembualtaln Alktal Kelalhiraln Paldal Dinals Kependudukaln Daln 

Pencaltaltaln Sipil Kotal Depok, Jalwal Balralt”. Penelitialn ini alkaln dialnallisis melallui 

model inovalsi pelalyalnaln publik yalng dikemukalkaln oleh Everett M.Rogers dallalm 

Musalbry (2020:16) dengaln menggunalkaln limal indikaltor yalitu: Relaltive 

aldvalntalges, Compaltibility, Complexity, Trialbility, Observalbility. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

Kota Depok dengan cara mendatangi masyarakat, dan melaksanakan 

pelayanan di tempat. 

 

 
Indikator Inovasi Pelayanan Publik menurut Everett M. Rogers dalam 

Musabry (2020:16): 

• Relative Advantage atau keuntungan relatif 

• Compability atau kesesuaian 

• Complexity atau kerumitan 

• Triability atau kemungkinan dicoba 

• Observability atau kemudahan diamati 

 

“Program Inovatif Pelaksanaan Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran 

Kerumah Warga (FASTARAGA) Pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat Tahun 2022” 

Permasalahan dalam Pelayanan Publik terutama dalam Administrasi 

Kependudukan pembuatan Akta Kelahiran. 

Peralturaln Wallikotal Depok Nomor 25 Talhun 2016 Tentalng Percepaltaln 

Pelalyalnaln daln Peningkaltaln Calkupaln Kepemilikaln Alktal Kelalhiraln  Balgi 

Alnalk Usial 0-18 Talhun. 

 


